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Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penangkapan Ikan Terukur 

ABSTRAK:  Penangkapan ikan terukur dimaksudkan sebagai cara untuk memasƟkan kelestarian sumber daya 
ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan dan 
kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepasƟan berusaha, 
kontribusi bagi dunia usaha, serta bagi negara. 

 Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan UU Nomor 31 Tahun 2004. 

 PP ini mengatur mengenai penangkapan ikan terukur yang dilakukan di zona penangkapan ikan 
terukur. Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, 
dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka 
menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan 
ekonomi nasional. Zona penangkapan ikan terukur melipuƟ Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk 
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang melipuƟ perairan Indonesia, zona ekonomi 
eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk 
diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia. 

CATATAN:  Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023. 

 PP ini mencabut sebagian ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 27 Tahun 2021. 

 Lampiran file: 28 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 21; Penjelasan hlm 22 sd 28). 

 


